Menimbang :

Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 463/ 416 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2020

d.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan hasil survey tim Pokja Data

Kabupaten Pesisir Sclatan, perlu menetapkan Profil

Gender dan Anak sebagai acuan dalam penyusunan

perencanaan dan  penganggaran yang responsive

gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Profil Gender dan Anak
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 1643);
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23 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor
Republik

Perlindungan  Anak (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Re
telah diubah beberapa kali te

Nomor 17 Tahun 2016 tentang

publik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana rakhir
dengan undang-undang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016
ng-Undang Nomor 23 Tahun
njadi Undang-Undang
a Tahun 2016

tentang Perubahan

kedua atas Unda 2002

tentang Perlindungan Anak me
(Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014  tentang Pemerintanhan  Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaranan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 73
Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor

604 1);
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Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data

.\J

Gender dan Anak;

8  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Nasional;

MEMUTUSKAN :

. Profil Gender dan Anak Tahun 2020, scbagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

. Profii Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
yang responsive gender  di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

. Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 2 September 2020
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